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B BUPATI BOMBANA :
fPROVINSI SULAWESI TENGGARA

' PERATURAN BUPATI BOMBANA
‘ NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

a. ~bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah | Kabupaten Bombana Tahun
2017, yang menunjukan adanya ~ketidaksesuaian
dengan perkembangan/ asumsi kerangka ekonomi
Da‘erah - dan kerangka pendanaan,k prioritas. dan
sasaran pembangunan, rencana = program dan
kegiatan pribritas ‘daerah, sehingga menyebabkan-

 saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
hall'us dlgunakan “untuk” tahun’ ‘berjalan, sehingga
dlpandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Perubahan (P—RKPD) dalam >
bel tuk Produk Hukum Daerah

b. bahwa ; berdasarkan pertlmbangan sebagaimana
| dlmaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati- Bombana tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (P—RKPD) Kabupaten Bombana
Tahun 20 17.. ‘

1. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
| Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korup31 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
‘ Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

' Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. UrlldaingéUndang ‘Nomor 17. Tahun 2003 tentang
~ Keuangan = Negara = (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lell'nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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’Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

P |mbentukan Kabupaten ~ Bombana, Kabupaten
akatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi

- Sl':llawem “Tenggara (Lembaran Negara Republik

10.

‘Indone31a Nomor 4310),

~ Rencana Pembangunan

Indonesm ‘Tahun 2003 nomor 144, Tambahan

: Lembaran Negara Repubhk Indones1a nomor 4339),

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang‘

Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

. ,Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 4400),

Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

,sttem Perencanaan Pembangunan Nasional
.(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik

.U dang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

: Repubhk Indonesm Nomor 4438),
kUndang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

;Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

| R'encana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
| *Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indone31a Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4700);

dang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

'sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
~dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015
,tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(ﬂembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Nomor 5679);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara

‘Repubhk Indonesia © Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4578),

: Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendahan dan Evaluasa Pelaksanaan

’Pemenntahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik
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‘Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara - Penyusunan "Rencana Pembangunan
Nasmnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4664L : « ; , ‘

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang =
Tahapan, Tata Cara. Penyusunan, Pengendalian dan -

Yalua31 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LFmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk
Indone31a Nomor 4817),

' Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5887);

Peraturan Premden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Iﬁdonema Tahun 2015 Nomor 3), : o

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan -

Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 80 Tahun ,
20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

'(Benta 'Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015

Nomor 2036), ,

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 18 Tahun
2 16 tentang Pedoman Penyusun, Pengendalian, dan

Evaluas; Rencana Kelja Pembangunan Daerah Tahun

2017,

|

‘Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
, Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

’Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4
-Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belan]a Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
201 7;

Peraturan Bupat1 Bombana Nomor 60 Tahun 2016

téntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan ;‘4

Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggar
2017; 2




o Memperhatika{n ‘

Menetapkan
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si dan Misi Bupat1 dan Wak11 Bupatl Bombana
Pe‘node Tahun 2017 - 2022

~ MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA - TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (P—RKPD) KABUPATEN BOMBANA TAHUN
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~;2017
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)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

lam Peraturan Bupatl ini yang dunaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bombana
Bupati adalah Bupati Bombana.

Pemerintah Daerah’ kadalah Bupat1 dan

- Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara

pemermtah di daerah.

melalui -~ urutan pilihan, - dengan
memperhltungkan sumber daya yang tersedia.

Perubahan Rencana Ker_}a Pemermtah Daerah
yang selanjutnya d1s1ngkat P-RKPD, adalah
dokumen Perencanaan: Pemermtah Kabupaten

- Bombana. untuk perlode 1 (satu) tahun.

Strategi adalah langkah langkah ber131kan
program—program mdxkauf untuk mewujudkan
visi dan misi.

. Kebljakan adalah arah/ tmdakan yang diambil
“oleh Pemerlntah Daerah untuk mencapa1

tu_]uan

BAB II
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
o Pasal 2

RKPD mérupakan penjabaran‘ RPJM Daerah
memuat Pendahuluan, Evaluasi. ~ Hasil

Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan ‘Pemerintah, Rencana

- Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. /

kRencana adalah , suatu proses ~_untuk -
‘menentukan tlndakan masa depan yang tepat

@ |



@ Pérubahah' Rencana Kelja‘ Pemerintah Dae’rah‘
| = Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan
'untuk penode Tahun 2017

. ff‘f_‘Pasa‘l 3

Plafon dan Prlontas Anggaran ‘Sementara o
 Perubahan untuk _penyusunan Rancangan’ e
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 ‘

dan keglatan yang akan d1laksanakan padar
tahun 2017 : -

3) P—RKPD - Tahun 2017 sebagaimana yang
: dimaksud - pada ayat ( 1) d1susun dengan
B s1stemat1ka sebaga1 benkut :

g Ba‘b\‘If *?:lf,,‘Pendahuluan e | e
Bab I i : Evaluasi Hasﬂ RKPD : Sampaii' i
s dengan Triwulanl = A
BabIll  : Rencana Program dan Keglatan
o e Prioritas ‘Daerah dalam P-RKPD
~ Tahun2017 '
" BablV ,Penutup ’

s Pasal4

B I¢.1 naskah Perubahan Rencana Kelj]a Pernbangunan y

1) ,,Pcrubahan Rencana Kexja Pemermtah Dacrah"'k 1
2017 menjadl acuan “untuk penyusunan :
Kebljakan Umum Anggaran Perubahan serta i

, (2) P—RKPD Tahun 20 17 sebagaxmana dlmaksud' 5
- pada ayat (1) mengurmkan perubahan program = o

g Daerah 2017 yang men_]adl Lamplran Peraturan

| 'Bupatl ini yang merupakan baglan ‘yang tldak
°rplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini. >

‘4'*_.

el Pasal 5 ‘
| ~Hal- hal yang belum d1atur dalam Peraturan Bupatl

ini: akan dlatur leblh lanjut oleh Bupat1 sepanjangg”
o mengenal pelaksanaannya




- BABIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
- Pasal 6

Pe’merlntah Daerah melakukan pengendahan dan
evaluasi pelaksanaan P—RKPD Kabupaten Bombana
- Tahun Anggaran 2017 '

: BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
| vPeraturan Bupat1 1n1 mulaJ berlaku pada tanggal
’diundangkan L :

T S | Agar ‘setiap orang mengetahulnya memenntahkan'
TP TIETEE S A S | pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan
Q\‘ R L | pénempatannya dalam Benta ‘Daerah Kabupaten
Bombana

| Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 28 & remzﬁf-2017

| BUPATI BO B

- H. TAFDI

” D1undangkan di Rumbia .
e padatanggal 28 GEWEMGEIZ' 017 e e

SEKRETARIS DAERAH ’
KABUPATEN BOMBANA,

'H. BURHANUDDIN. A.HS NOY

" BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR ...14
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